PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR- 19 TAHUN 2012
TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

bahwa dengan semakin berkembang dan
meningkatnya pertumbuhan menara telekomunikasi
yang saat ini begitu pesat, berdampak pada tata ruang
wilayah  sehingga mendesak untuk dilakukan
pengendalian agar pemanfaatan ruang mempunyai
manfaat bagi masyarakat;

bahwa guna tercapainya pemanfaatan ruang daerah
yang benar benar bermanfaat bagi kesejahteraan
masyarakat makadiperlukan adanya pengawasan,
pengendalian dan penertiban menara telekomunikasi,
selanjutnya guna melaksanakanamanat Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah perlu adanya Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat II Daerah Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun
1957 Nomor 80);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Repulbik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4725),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47 <54

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69
Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Replikasi Daerah Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor : 5161
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Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut

menara, adalah
bangunan-bangunan untuk kepe

ntingan umum yang didirikan di atas
tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan
bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang
struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai
simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain

dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatan
perangkat telekomunikasi.

Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara
bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.

Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi
yang menghubungkan berbagai elemen Jaringan telekomunikasi, yang
dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC),
Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC), dan
jaringan transmisi utama (backbone) transmission)

.

Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi
berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

Zonasi adalah pembagian pada pesebaran peletakan menara
telekomunikasi dan model atau bentuk menara telekomunikasi.

Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kajian

penentuan lokasi-lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan menara
telekomunikasi.

Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang
kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada
di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai
tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk ‘hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social,

budaya
maupun kegiatan khusus.

Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik
Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yvang

memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama
oleh penyelenggara telekomunikasi.

Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau
mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.

Pengendalian Menara adalah pembangunan Menara sesuai dengan
Pembagian Zona dan Zonasi Menara Telekomunikasi.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

KTM adalah koofisien tinggi menara baik dari titik nol (Muka Tanah)
maupun di atas gedung.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
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Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah
Tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja
tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
pada objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak
atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau pajak

atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD,

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yagn terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan

Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat ketetapan Pajak
Daerah, Surat ketetapan Pajak Daerah Kuran Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib pajak.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.



30. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan P
penyelengara Pemerintah Daerah. :

31. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan

daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. :

rangkat daerah sebagai unsure

32. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk

oleh DPRD Kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRI_BUSI ;
Pasal 2

(1) Dengan nama retribusi pengendalian menara ‘telekomunikasi dipungut

retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara
telekomunikasi di Daerah.

(2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan

ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata
ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

(3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan penyedié menara
telekomunikasi bersama dan/atau penyedia menara telekomunikasi
tunggal yang menerima pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB II1
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi
Jasa Umum. :

g BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan

pengendalian, pelayanan keamanan dan pemanfaatan ruang menara
telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN
Pasal 5
Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi di daerah

dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan
efektifitas pengendalian atas pelayanan.
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BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 6

Tarif Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 %

(dua persen) dari NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan PBB
menara telekomunikasi.

Pasal 7
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 8

(1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditinjau
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 9

Wilayah pungutan retribusi adalah wilayah Kota Ambon.

BAB VII
RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 10 .
Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11
(1) Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
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(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Kota dan ditetapkan
dengan peraturan Walikota.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 16

1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

4) Besaran pembayaran insentif ditetapkan oleh Walikota .

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang
bayar dikenakan sanksi sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari

besarnya retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih
dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

(2) Penagihan retribusi ebagimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan
surat teguran.

(3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat dikenakan
tindakan administrasi berupa :

a. Pembekuan izin yang diberikan bagi yang tidak memperpanjang izin lebih
dari 6 (enam) bulan tanpa alasan yang jelas;

b. Pencabutan izin yang diberikan bagi yang tidak memperpanjang izin lebih
dari 1 (satu) tahun tanpa alasan yang jelas.

(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 19

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.



(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi seba
tertangguh jika :

gaimana dimaksud pada ayat (1)

a. Diterbitkan surat teguran; atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari W
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat te
huruf a, kedaluwarsa, penagih
teguran tersebut.

ajib Retribusi, baik langsung

guran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
an dihitung sejak tanggal diterimanya surat

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mepunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak. langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh ajib Retribusi.

Pasal 20

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat hihapuskan.

(2) Walikota mEnetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kota yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa

ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan palng lama 3 (tiga) bulan atau

pidana paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (

1) merupakan penerimaan
Negara.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 22

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

10



(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
adalah :

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan dari berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

Menelit, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan  bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga 'ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang

Retribusi Daerah;

Memanggil orang untuk mendengar keterangan dan memeriksanya sebagai
tersangka atau saksi;
Menghentikan penyidikan ;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasilnya kepada penuntut umum melalui penyidikan Polisi Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara
Pidana yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang terkait
dengan pembangunan menara telekomunikasi berpedoman kepada Peraturan
Daerah ini.
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Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengudangan Peraturan
Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3:Juli 2012
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Diundangkan di Ambon
_pada tanggal 3 Juli 2012
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Pasai 7

Yang dimaksud dengan zona pengendalian Menara Telekomunikasi

adalah Daerah-daerah tertentu yang telah ditetapkan untuk
dibangun Menara Telekomunikasi.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Titik koordinat adalah titik yang
dinyatakan dengan koordinat geografis sebagai titik referensi lokasi
pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal ©
yang dimaksud dengan :

PNp : pendapatan Netto {(bersih) penyelenggara
0,5% : besar persentase retribusi

‘Tr : Tarif retribusi
Ktm : koofisien tinggi menara
Nr : Nilai Retribusi
Tr adalah hasil perkalian PNp x 0,5% dikalikan dengan Ktm
Contoh: =PNpx0,5%
= Tr x Ktm

= Nr
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
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Pasal 18

Yang dimaksud dengan mengisi surat pendaftaran objek retribusi

Daerah adalah untuk mengetahui dengan jelas objek dan subjek
retribusi.

Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 273
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